






1.1  Penelitaian Terdahulu  
Dalam bab ini akan menjelaskan terkait dengan teori dan konsep yang 
dibangun peneliti dalam menejlaskan pelaksanaan kebijakan program (SMAB) 
Sekolah Madraha Aman Bencana di Kota Malang. Sebelum menjelaskan terkait 
penggunaan konsep dan teori, peneliti menyajikan literature review yang dimana 
terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan teori yang sama. Pengguanan teori 
Grindle terkait implementasi merupakan kunci dalam mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi program (SMAB) dik Kota Malang. Sedangkan terkait 
dengan penelitian terdahaulu yang menggunakan teori implementasi Grindle, 
sebagai berikut :  
Tabel 2. 1 
Penelitain Terdahulu Dalam Penggunaan Teori Grindle 
No  Nama Peneliti  Judul  Temuan  




(P2kp) Di Kota 
Gorontalo 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk 
implementasi kebijakan program penanggulangan 
kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai 
tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota 
Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program 
penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan 
mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan 
faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan 
struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 
P2KP di Kota Gorontalo 
2  Lilik Sabdaningtyas Model Implementasi 
Kebijakan Standar 
Pelayanan 
Minimal Pada Satuan 
Pendidikan Jenjang Sd 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi 
Lingkungan Sekolah (KLS), Pelaksana Kebijakan 
Sekolah (PKS), Kelompok Sasaran Kebijakan (KSK), 
dan Proses Pengelolaan Organisasi Sekolah (PPOS) 
merupakan factor dinamis pembentuk model yang tepat 










Dasar Bidang Sosial 
Di Kota Makassar 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengimplementasian Perda No. 8 Tahun 2009 di Kota 
Makassar telah berjalan sesuai dengan model 
pengimplementasian kebijakan publik, terkhusus apabila 
dikaitkan dengan prinsip “empat tepat” yaitu (1) tepat 
menjawab permasalahan, (2) tepat pelaksanaan, (3) tepat 
sasaran, dan (4) tepat lingkungan. Hasil lainnya 
menunjukkan bahwa tingkat kualitas implementasi 
pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar 
yang diukur dari perspektif pengguna layanan yaitu 
masyarakat Kota Makassar berturut-turut didominasi oleh 
responden yang menyatakan berkualitas, sangat 
berkualitas dan tidak berkualitas. Begitu pula kepuasan 
masyarakat pengguna terhadap pelayanan publik dasar 
bidang sosial di Kota Makassar berturut-turut didominasi 
oleh responden yang menyatakan puas, disusul responden 
yang menyatakan sangat puas, dan responden 
menyatakan tidak puas. 











Dari  Hasil  di  atas  dapat  disarankan  kepada  Bappeda  
Kabupaten  Lombok  Barat hendaknya melakukan 
sosialisasi Surat Edaran Bupati  Lombok  Barat tentang 
Peredaran,  Pengawasan dan Pengendalian Garam  
Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lombok  Barat ke  semua  OPD  lingkup Kabupaten  
Lombok  Barat.  Surat  Edaran  Bupati tersebut perlu 
ditingkatkan menjadi Surat Perintah Bupati, sehingga 
tidak ada alasan lagi bagi OPD untuk tidak menggunakan 
produk lokal garam. Sehingga kondisi implementasi 
kurang maksimal dikarenakan tidak adanya sosialisasi 
kebijakan yang dilakukan 
Sumber : data diolah  
Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui penggunaan teori 
grindle dalam melihat pelaksanaan dan implementasi kebijakan public sangat tepat. 
Hasil penelitian diatas dapat memberikan informasi secara detail terkait dengan 
sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kelebihan dalam penggunaan 
teori grindle dapat memebrikan rekomendasi terkait dengan sector mana yang akan 
diperbaiki untuk mendukung pelaksanaan kebijakan atau program agar berjalan 




1.2  Kajian Teori  
1.2.1 Implementasi Menurut Merilee S. Grindle 
Kebijakan public merupakan salah satu proses dari tahapan tahapan yang 
saling berkaitan. Tahapan tersebut salah satunya tahap implementasi, yang dimana 
memiliki pengaruh dalam menjamin keberhasilan kebijakan public itu sendiri. 
Sehingga keberhasilan kebijkakan public atau program juga dikaji berdasarkan 
prespektif proses implementasi dan presprktif hasil. Menurut Merilee S. Grindle 
(1980) dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces.  
Implementasi sendiri memiliki tujuan secara umum, menurut 
Grindle tugas implementasi adalah untuk membangun jaringan yang 
memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil 
dari kegiatan pemerintah31. Hasil dari kegiatan pemerintah tersebut yang 
kemudian kita sebut dengan sebuah program yang akan dilaksanakan oleh 
birokrat yang berada di lapangan (street level bureaucracy) yang 
kemudian diarahkan kepada kelompok sasaran.  
 
Berdasarkan pendapat Grindle tersebut, keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu 
tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Adapun dalam pendapatnya, 
Grindle menjelaskan terkait pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan 
tersebut dapat dilihat dari dua variable, yakni:  
1. Proses Implementasi Kebijakan  
Pada tahpan melihat proses, Grindle menjelaskan peneliti dapat melakukan 
analisis pelaksanaan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai 
dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya, sehingga 
dalam hal ini yang relevan adalah melihat standart operasional procedural kebijakan 
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tersebut secara normative kemudian dipadukan dengan pelaksanaan kebijakan 
dilapangan.  
a) Apakah tujuan kebijakan tercapai 
Tujuan kebijakan dapat diukur dalam tahapan implementasi berdasarkan 
dengan melihat aspek dua factor diantaranya adalah :  
a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan 
kelompok, dalam hal ini dapat melihat sasaran atau target dari 
kebijakan tersebut, dalam penelitian ini target dari kebijakan 
program (SMAB) adalah pihak sekolah SMA selaku lembaga, dan 
siswa selaku objek kebijakan. 
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran 
dan perubahan yang terjadi, dalam pengukuran ini diperlukan 
kemampuan analisis yang kuat melihat perubahan yang terjadi 
dalam proses pelaksanaanya dalam hal ini adalah budaya 
kesiapsiagaan benacana. 
Grindle menjelaskan secara tuntas terkait dengan permasalahan kebijakan 
public dalam tahapan implementasi.  
Menurut Grindle dalam bukunya yang berjudul politic and policy 
Implementation in the third word (1980) mengatakan bahwa dalam 
mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung pada content (isi) dan 
context-nya, serta tingkat keberhasilan bergantung pada kondisi tiga 
komponen variable sumber daya implementasi yang di perlukan32. 
 
Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga 
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan 
menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan social 
                                                          




dengan berbagai pihak. Kondisi tersebut dapat dilihat dari penjelasannya yang 
menyertakan juga terkaIt indicator keberhasilan implementasi kebijakan publik, 
sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri 
atas : 
2. Isi Kebijakan (Content of Policy) :  
a) Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)  
Interst affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi 
suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu 
kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan 
sejauh mana kepentingankepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 
implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Theodore 
Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik 
yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan 
politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk 
menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, 
ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan 
dari pihak-pihak yang kepentinganya terancam oleh kebijakan publik 
tersebut. 
b) Type of benefits (tipe manfaat)  
Pada point ini content of policy (isi kebijakan) berupaya untuk 
menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat 
beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan 
oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Program 




lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang 
tinggi dari target groups atau masyarakat banyak. 
c) Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of 
policy (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa 
sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah 
memiliki skala yang jelas. Program yang bersifat jangka panjang dan 
menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau 
sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (target 
groups) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya 
d) Site of decision making (letak pengambilan keputusan)  
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting 
dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan 
dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 
diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Semakin 
tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan 
publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula 
implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil 
keputusan yang terlibat di dalamnya.  
e) Program implementer (pelaksana program)  
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung 
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan 
suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah 




Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan 
implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, 
berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas 
dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.  
f) Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) Apakah 
sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan 
kebijakan harus didukung oleh sumbersumber daya yang mendukung agar 
pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tersedianya sumber-sumber secara 
memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau 
kebijakan publik.  
3. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)  
 Power, interest, and strategy of actor involved (Kekuasaan,kepentingan-
kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu 
dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang 
digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan 
suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, 
sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh 
hasilnya dari yang diharapkan.  
a. Institution and regime characteristic  
Konidisi tersbeut sangat ditentukan dengan (karakteristik lembaga dan 
rezim yang sedang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut 
dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian 
ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 




aktor yang terlibat (power, interest and strategies of actors involved) 
Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan 
keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa 
berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi 
guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga 
output suatu program akan dapat dinikmatinya. Karakteristik rejim dan 
institusi (institution and regime characteristics) Implementasi suatu 
program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang 
kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan who 
gets what atau ‘siapa mendapatkan apa”. 
b. Compliance and responsiveness  
Selain itu terdapat, (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) 
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan 
adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak 
dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari 
pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan 
kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau 
konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana 
kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang 
diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi 
oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan. Kesadaran 
dan sifat responsif (compliance and responsiveness) Agar tujuan program 
dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus 




tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan 
informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan 
dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi 
Berdasarkan ulasan diatas menurut Grindle terkait dengan pelaksanan 
ilmpementasi kebijakan dari melihat keberhasilan kebijakan dan pengaruh aspek 
factor yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan terdapat dua factor yaitu isi 
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 
implementation), Grindle menjabarkan dua variabel besar yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 
implementasi (context of implementation). Masing-masing variabel tersebut masih 
dipecah lagi menjadi beberapa item. 
A. Variabel isi kebijakan ini mencakup : 
a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat 
dalam isi kebijakan  
b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group 
c) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakanapakah 
letak sebuah program sudah tepat  
d) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan 
rinci;  
e) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.  
A. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:  
a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 





b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;  
c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
Berdasarkan penjelasan teori implementasi menurut Grindle diatas secara 
umum implementasi memilik peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. 
Dalam implementasi kebijakan juga memiliki beberapa indicator dalam mengukur 
seberapa jauh kebijkan tersebut telah berhasil di implementasikan, dengan melihat 
dampak dan hasil terkait dengan perubahan yang terjadi dilapangan. Sedangakn 
dalam penjelasan Grindel terkait dengan /isi kebijakan, Grindle juga memiliki 
kesamaan pandangan dengan Edwards III maupun Van Meter dan Van Horn. Pada 
unsur kelima yaitu program implementors disebutkan oleh Suwitri (2008:88) bahwa 
“Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi 
program tersebut”. 
1.1.2 Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 
Persoalan bencana menyangkut berbagai dimensi kehidupan baik yang 
bersifat individual maupun organisasional, sehingga penanganan masalah bencana 
memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif, demikian halnya dalam 
membangun kesadaran akan kebencanaan. Dalam pengelolaan bencana (disaster 
management), risiko bencana adalah interaksi antara kerentanan daerah dengan 
ancaman bahaya yang ada. Tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga 
kemampuan dalam menghadapai ancaman tersebut semakin meningkat.  
Jika kita melihat persoalan terkait bencana, kita dapat melihat definsi terkait 
bencana terlebih dahulu. Peneliti melihat definisi bencana berdasarka tafsir UU. 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana yang menyebutkan bahwa: 
Bencana  merupakan sederet peristiwa alam yang yang mengganggu 




disebabkan oleh faktor alami ataupun faktor manusi. Sehingg dari peristiwa 
tersebut menimbulakan korban jiwa dan kerugian harta benda. 
Selain itu terdapat definisi bencana menurut beberapa ahli, diantaranya 
Menurut Asian Disaster Reduction Center, Bencana adalah suatu gangguan serius 
terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik 
oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang 
ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber 
daya yang ada.33 
Besarnya risiko bencana dapat dinyatakan dalam bersarnya kerugian 
yang terjadi (harta, jiwa, cedera) untuk suatu besaran kejadian tertentu. 
Risiko bencana pada suatu daerah bergantung kepada beberapa faktor dari 
Alam/geografi/geologi (kemungkinan terjadinya fenomena bahaya), 
kerentanan masyarakat terhadap fenomena (kondisi dan banyaknya 
bangunan), Kerentanan fisik daerah (kondisi dan banyaknya bangunan) 
serta kesiapan masyarakat setempat untuk tanggap darurat dan membangun 
kembali Secara umum risiko bencana.34 
 
Adapun jenis bencana yang didefinisikan oleh tafsir Pemerintah Indonsesia, 
dapat kita temui dalam penjelasan menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, 
terkait bencana diklasifikasikan kedalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:  
1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 
longsor.  
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi,gagal 
modernisasi. dan wabah penyakit. 
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3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik 
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. 
4. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan 
oleh kesalahan desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia 
dalam penggunaan teknologi dan atau insdustriyang menyebabkan 
pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya. 
1.1.3 Manajemen Bencana 
Manajemen bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (UU No. 24 
Tahun 2010). Manajemen bencana dirumuskan sebelum bencana terjadi. Siklus 
manajemen bencana diawali dengan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya 
bencana yang meliputi kegiatan dalam rangka pencegahan, mitigasi (mengurangi 
dampak dari bencana) dan kesiapsiagaan (preparedness). Saat bencana terjadi 
dilakukan kegiatan tanggap darurat (emergency response) dan setelah itu dilakukan 
kegiatan rehabilitasi dan selanjutnya adalah kegiatan rekonstruksi.35 
A. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada manajemen bencana meliputi : 
1) Pencegahan (prevention).  
Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya, melarang 
pembakaran hutan dalam perladangan, dan melarang penambangan batu di daerah 
yang curam. 
                                                          




2) Mitigasi (mitigation).  
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana (UU No. 24 Tahun 2010). Mitigasi bencana dapat 
berupa:  
a. Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, rumah 
tahan gempa),  
b. Mitigasi non-struktural (peraturan perundang-undangan, pelatihan),  
c. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh 
bencana. 
3) Kesiapsiagaan (preparedness).  
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat 
guna dan berdaya guna, misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, 
penyiapan lokasi evakuasi, dan sosialisasi peraturan/pedoman penanggulangan 
bencana dengan melibatkan perawat. 
4) Peringatan dini (early warning).  
Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera 
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu 
tempat oleh lembaga yang berwenang (UU No. 24 Tahun 2010). Pemberian 
peringatan dini harus:  
a. Menjangkau masyarakat (accesible),  
b. Segera (immediate),  




d. Bersifat resmi (official). 
5) Tanggap darurat (response).  
Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian 
bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa 
penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian dengan 
melibatkan perawat. 
6) Bantuan darurat (relief).  
Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan 
dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal 
sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. 
7) Pemulihan (recovery).  
Pemulihan adalah proses pengembalian kondisi masyarakat yang terkena 
bencana, dengan mengembalikan fungsi prasarana dan sarana pada keadaan semula. 
Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, 
listrik, air bersih, pasar puskesmas). 
8) Rehabilitasi (rehabilitation).  
Rehabilitasi adalah upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana 
untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas 
sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian. 
9) Rekonstruksi (reconstruction).  
Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna 
perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat 





B. Risiko Bencana 
Risiko bencana didefinisikan sebagai kemungkinan atau kesempatan 
terhadap munculnya dampak berbahaya atau kehilangan (nyawa, terluka, harta, 
rumah tangga, aktivitas ekonomi, lingkungan) sebagai dampak interaksi alam dan 
manusia yang merugikan atau rentan (South African Disaster Management Act, 
2009). Penting dipahami bahwa tidak semua bencana menimbulkan kerusakan yang 
mendadak, seperti tsunami dan gempa berskala tinggi. Kerusakan akibat bencana 
mungkin terjadi secara perlahan dan meningkatkan risiko kerentanan bila tidak 
dipersiapkan dalam Disaster Risk Mangement. Disaster Risk Management 
merupakan serangkaian proses perencanaan yang bertujuan untuk mengenali risiko 
bencana, meminimalkan dampak buruk bencana, menciptakan kesiapan emergensi, 
melakukan respon efektif terhadap bencana, dan menyiapkan rehabilitasi pasca 
bencana. 
1.1.4 Program Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) 
Sekolah Madrasah Aman Bencana adalah sekolah yang menerapkan standar 
sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan 
lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana (Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, 2016). Sasaran utama SMAB adalah memberi perlindungan dan 
keselamatan kepada anak murid sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya dari 
dampak buruk bahkan kematian di sekolah; memastikan keberlangsungan kegiatan 
belajar mengajar (KBM) di sekolah selama terjadinya bencana; melindungi 
investasi sektor pendidikan; memperkuat ketahanan terhadap bencana melalui 




Penerapan SMAB penting karena sebagai salah satu bentuk dari pemenuhan 
hak setiap anak di Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang aman dari bencana 
selama menempuh pendidikan di sekolah dengan melalui 3 pilar, yaitu  
a. Penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana,  
b. pengembangan perilaku kesiapsiagaan terhadap bencana,  
c. pemberian pendidikan tentang pencegahan dan pengurangan risiko 
bencana36.  
  Pelaksanaan SMAB mempertimbangkan nilai-nilai:  
a. Perubahan budaya;  
b. Berorientasi pemberdayaan;  
c. Kemandirian;  
d. Pendekatan berbasis hak;  
e. Keberlanjutan;  
f. Kearifan lokal;  
g. Kemitraan;  
h. Inklusivitas.  
Prinsip SMAB juga mempertimbangkan:  
a. Berbasis hak;  
b. Interdisiplin dan menyeluruh;  
c. Komunikasi antar budaya.  
Tema strategis SMAB:  
a. Sinkronisasi kebijakan;  
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b. Peningkatan partisipasi publik termasuk anak;  
c. Pelembagaan.  
Peran pemangku kepentingan SMAB antaralain:  
a. Peserta didik;  
b. Orangtua;  
c. Pendidik dan profesional lain;  
d. Komite sekolah/madrasah;  
e. Organisasi nonpemerintah, nasional dan internasional;  
f. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;  
g. Media massa. 
        Kerangka kerja SMAB dibagi ke dalam struktural dan non struktural. 
Kerangka kerja struktural adalah konstruksi fisik sekolah/madrasah untuk 
mengurangi risiko bencana dengan aspek mendasar:  
a. Lokasi aman dari bencana;  
b. Struktur bangunan;  
c. Desain dan penataan kelas;  
d. Dukungan sarana prasarana.  
Pemeriksaan struktur bangunan dengan metode:  
a. Pemeriksaan (visual secara cepat, struktur secara cepat dan terinci);  
b. Klasifikasi hasil pemeriksaan (rusak ringan, sedang, berat dan total).  
Kerangka kerja non struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana yang tidak 
melibatkan konstruksi fisik, dengan aspek mendasar:  
a. Pengetahuan, sikap dan tindakan;  




c. Perencanaan kesiapsiagaan;  
d. Mobilisasi sumberdaya37. 
        Langkah selanjutnya adalah pemantauan, yaitu mengamati perkembangan 
pelaksanaan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dan mengidentifikasi 
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini 
mungkin. Target pemantauan SMAB antaralain:  
a. memantau fektivitas input (dana, SDM, waktu, dan sumberdaya 
lainnya), tatalaksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan 
pengelolaan keuangan oleh sekolah/madrasah dalam rangka 
mencapai sasaran penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana;  
b. memantau kinerja organisasi pelaksana penerapan 
sekolah/madrasah aman dari bencana;  
c. memantau proses dan hasil pelaksanaan penerapan 
sekolah/madrasah aman dari bencana berdasarkan aspek dan 
kerangka kerja sekolah aman, meliputi: proses sosialisasi program, 
proses penilaian proposal, proses pengolahan data, penentuan urutan 
prioritas sekolah calon penerima program, pelaksanaan dan 
pemanfaatan program;  
d. memantau pemanfaatan sarana-prasarana sekolah/madrasah yang 
telah diperbaiki sesuai fungsinya disesuaikan dengan desain dan 
penataan sekolah/madrasah aman;  
                                                          




e. memantau kegiatan pemenuhan indikator sekolah/madrasah aman 
dari baik struktural maupun non-struktural di tingkat 
sekolah/madrasah;  
f. mengidentifikasi kendala dalam penerapan sekolah/madrasah aman 
dari bencana;  
g. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan 
sekolah/madrasah aman dari bencana baik data kegiatan struktural 
maupun nonstruktural. 
       Evaluasi aspek penerapan SMAB meliputi:  
a) Penilaian tingkat pemenuhan perencanaan dengan pelaksanaan 
penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana serta kegiatan non-
struktural;  
b) Penilaian penerapan aspek dan kerangka kerja sekolah/madrasah 
aman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
sekolah/madrasah meliputi:  
1. Proses sosialisasi program,  
2. Proses penilaian proposal,  
3. Proses pengolahan data,  
4. Penentuan urutan prioritas sekolah calon penerima program,  
5. Pelaksanaan dan pemanfaatan program;  
c) Penilaian setiap sekolah/madrasah dalam memenuhi indikator 
sekolah/madrasah aman dari bencana dan melakukan kategorisasi 




Kategori 1: Memenuhi salah satu aspek yang mendasar dan 
parameter sekolah/madrasah aman dari bencana;  
Kategori 2: Memenuhi lebih dari dua aspek yang mendasar dan 
parameter sekolah/ madrasah aman dari bencana;  
Kategori 3: Memenuhi seluruh aspek yang mendasar dan parameter 
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